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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Model Restorative Justice yang digunakan oleh penyidik kepolisian Unit
Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Polda DIY dalam menyelesaikan
perkara pidana yaitu memiliki kesamaan dengan model Family Group
Conferencing Programs. Penyelesaian perkara yang menjadi ciri khas
dalam model ini yaitu adanya keterlibatan keluarga dari pihak korban dan
pelaku, wakil-wakil masyarakat dan adanya fasilitator (penyidik). Model
ini juga sangat cocok jika dipraktikan dalam penyelesaian perkara
alternatif di Indonesia karena corak budaya Indonesia yang bersifat
komunal.

2. Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian
dalam menerapkan konsep restorative justice terhadap penyelesaian
perkara pidana, yakni:

a. Peranan Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice
terhadap penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai fasilitator.

b. Faktor-faktor pertimbangan penyidik dalam menerapkan konsep
restorative justice yakni Tindak pidana tersebut merupakan

kejahatan terhadap harta kekayaan, Pelaku bukanlah residivis,
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Pelaku dan korban masih ada ikatan keluarga, pihak pelaku dan
keluarganya bersedia/berjanji akan menanggung semua kerugian
korban, dan para pihak sudah sepakat memilih jalur damai.

c. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan restorative justice
terhadap penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan yaitu
kurangnya pemahaman penyidik terhadap kewenangan diskresi,
Kekhawatiran penyidik apabila diskresinya digugat praperadilan dan
PTUN, serta dipersalahkan oleh pimpinan atau badan pengawas dan
pemeriksa internal Polri, serta masih kuatnya pemahaman retributif
di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan saran:

1. Beberapa Surat Telegram Kabareskrim Polri mengenai pedoman/tata cara
penyelesaikan perkara pidana secara alternatif seharusnya dapat dijadikan
pemikiran bahwa selama ini pendekatan hukum pidana menimbulkan
gejolak di dalam masyarakat khususnya bagi korban kejahatan, sehingga
pembentuk undang-undang seharusnya memikirkan secara serius
kebutuhan polisi dan masyarakat akan suatu proses penegakkan hukum
yang lebih berkeadilan dan manusiawi dengan menjadikan konsep
restorative justice ini sebagai bagian dalam sistem hukum nasional dan
dapat menjadi bagian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Institusi Polri sebaiknya memberikan pendidikan/pelatihan bagi anggota-

anggota kepolisian agar dapat lebih memahami kewenangan diskresi.
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3. Pejabat kepolisian seharusnya mengeluarkan pedoman/petunjuk dan
arahan (Jukrah) yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme/tata cara
prosedural dalam praktik penerapan konsep restorative justice terhadap
penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik tidak khawatir dan ragu-
ragu  menggunakan diskresinya dan meminimalisir  terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penyidik.

4. Kepolisian yang berperan sebagai fasilitator seharusnya dapat lebih
bertindak aktif agar proses mediasi berjalan lancar dan berhasil menemui
titik kesepakatan serta dalam melakukan tugasnya penyidik tidak boleh
khawatir dan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan karena menegakkan

keadilan merupakan salah satu tugas utama kepolisian.
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